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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN DAUR ULANG SAMPAH DI KOTA METRO

Oleh
CINDA MARSYA DIANDARA

Sosialisasi daur ulang sampah di Kota Metro mulai aktif dilaksanakan pada tahun
2013 silam dengan menjadikan sekolah-sekolah yang berwawasan lingkungan di
Kota Metro. Tahun-tahun berikutnya, Kota Metro mulai menunjukan
kemajuannya dalam daur ulang sampah dengan disahkannya Peraturan Daerah
Kota Metro No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: 1) Bagaimanakah implementasi
kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang di Kota
Metro? 2) Faktor-faktor apasajakah yang menjadi penghambat dalam
mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah
melalui daur ulang di Kota Metro?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan
empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan
dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis
kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.
Prosedur pengolahan data dengan cara seleksi, klasifikasi dan penyusunan data.

Hasil penelitian ini menunjukan: 1) Implementasi kebijakan daur ulang sampah di
Kota Metro adalah program Bank Sampah serta fasilitasi dan sosialisasi tentang
pengelolaan sampah. 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah masih
kurangnya kesadaran dan minat masyarakat untuk memilah dan memisahkan
sampah rumah tangga mereka, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang
pengelolaan sampah kreatifitas, kurangnya pembinaan, dan minimnya dana untuk
penganggaran sarana dan prasarana penunjang daur ulang sampabh.

Saran dari penelitian ini adalah: 1) Perlunya sosialisasi dan kegiatan inovatif dari
pemerintah untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam kontribusi
pengelolaan sampah 2) Perlunya pelatihan, pembinaan dan  dampingan
pemerintah terkait penggunaan alat-alat daur ulang sampah agar fasilitasi yang
diberikan oleh pemerintah dapat digunakan secara optimal.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Daur Ulang Sampah



ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF GOVERMENT PUBLIC POLICY ON
RECYCLING WASTE MANAGEMENT IN METRO CITY

By
CINDA MARSYA DIANDARA

Recycling sosialization on Metro City has been implemented in 2013 to make
environmentally schools in Metro City. In the following years, Metro started to
show good progress in recycling proved by the adoption of Regulation of Metro
City No. 8 Year 2015 on Waste Management.

The research problems are formulated: 1) How does the implementation of
government policy in waste management through recycling in Metro City? 2)
What are the factors that become the obstacle in implementing government policy
on waste management through recycling in Metro City?

The approach matter that being used in this research are normative law and
empirical law approach. The data source consists of primary data and secondary
data which collected through interviews and documentation. The analysis of data
using qualitative analysis. Collecting the data using literature study and field
study. Data processing procedures by selection, classification and compilation of
data.

These results of the research indicate: 1) The implementation of recycling waste
management in Metro City are Garbage Bank program as well as the facilitation
and socialization related to waste management. 2) Factors that become the
obstacle are the lack of awareness and interest from society to sort and separate
their own household garbage, lack of socialization and education on creativity
waste management, lack of guidance, and lack of budgeting funds for facilities
and infrastructure to support the program of waste recycling.

Suggestions from this research are: 1) The need of socializating and implementing
the innovative programs for the government to improve people's desire in
contributing in waste management 2) The need of training, coaching and assisting
the use of recycling infrastructure so that the facilitation provided by the
government can be used optimally

Keywords: Policy, Waste Management, Recycling
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak
diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini.
Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah
menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin
beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan
penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apabila
pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah
yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan mendapatkan dampak negatif
seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga akan berdampak bagi

kesehatan masyarakat.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu
dilakukan secara terpadu dan konferhensif mulai dari pengumpulan sampai
dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan
efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian



hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang
No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi
masalah sampah di Indonesia. Upaya pengelolaan sampah juga kerap mengalami
kendala seperti  masih kurangnya kesadaran beberapa masyarakat untuk
membuang sampah pada tempatnya serta besarnya biaya pengelolaan
persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pada pembuangan
sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPS). Biaya tersebut semakin meningkat
sejalan dengan bertambahnya penduduk sehingga produksi sampah pun akan terus
meningkat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah di lapangan harus

selalu ditingkatkan.

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat menjadi hampir dua kali lipat selama
25 tahun terakhir, yaitu dari 119,20 juta jiwa pada tahun 1971, bertambah menjadi
198,20 juta jiwa pada tahun 1996, dan bertambah kembali menjadi 204,78 juta
jiwa pada tahun 1999. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan berdasarkan data
Susenas 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa.
Berdasarkan keterangan tertulis BPS, jumlah tersebut naik dari 2014 yang
berjumlah 252 juta jiwa. Jika tingkat pertambahan penduduk ini tidak mengalami
perubahan positif yang drastis, maka pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia
diperkirakan akan mencapai 262,4 juta jiwa dengan asuransi tingkat pertumbuhan

penduduk alami sekita 0.9% per tahun.*

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di beberapa kota tahun 2012, pola

pengelolaan sampah di Indonesia yang diangkut dan ditimbun di TPA sebesar

! pusat Informasi Lingkungan Hidup, 2001, State of The Environment Report Indonesia 2001,
Bappedal.



(69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan
sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia
masih menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar. Pada saat ini,
upaya pemilahan dan pengolahan sampah masih sangat minim sebelum akhirnya
sampah ditimbun di TPA. Jika kebijakan ‘do nothing’ tetap dilaksanakan, maka
kebutuhan lahan untuk TPA akan meningkat menjadi 1.610 hektar pada tahun
2020. Dilema sulitnya pengadaan lahan TPA mendorong Pemerintah Indonesia
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2014 untuk
menggagas lahirnya komitmen “Indonesia Bersih Sampah 2020”. Upaya
pengurangan timbulan sampah tanpa menghilangkan nilai guna dan nilai
ekonominya menjadi tantangan pengelolaan sampah ke depan bagi Pemerintah

Indonesia.?

Harus disadari bahwa sampai dengan saat ini pengelolaan persampahan yang
dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan end of pipe solution. Pendekatan
ini menitik beratkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah
dihasilakan yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan

sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Konsep end-of-pipe solution menitik beratkan pada pengolahan dan pembuangan
limbah. Konsep ini pada kenyataannya tidak dapat sepenuhnya memecahkan
permasalahan lingkungan yang ada, sehingga pencemaran dan perusakan masih
terus berlangsung. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya pelaksanaan

konsep ini menimbulkan banyak kendala. Masalah utama yang dihadapi adalah

2 Sebagaimana diakses http://www.menlh.go.id/rangkaian-hlh-2015-dialog-penanganan-sampah-
plastik/ pada tanggal 29 November 2016 pukul 18:32 WIB.
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http://www.menlh.go.id/rangkaian-hlh-2015-dialog-penanganan-sampah-plastik/

peraturan perundangan, masih rendahnya compliance atau pentaatan dan
penegakan hukum, masalah pembiayaan serta masih rendahnya tingkat kesadaran.
Pengolahan limbah juga memerlukan biaya tambahan yang cukup besar, sehingga
faktor biaya tersebut merupakan kendala bagi industri dalam melakukan
pengelolaan limbah, khususnya bagi industri-industri skala kecil dan mencegah.
Permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan
lingkungan yang kondisinya akan semakin parah bila dibarengi dengan lemahnya

penegakan hukum.?

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah
saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah.
Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai
ekonomi dan dapat dimanfaatkan misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun
untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut
dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan
sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran
ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan,pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Salah satu kota di Provinsi Lampung yang sedang gencar dalam pengelolaan
sampah adalah kota Metro. Kota Metro yang memiliki luas +64,78 Km? dengan
jumlah penduduk 152 ribu jiwa saat ini masuk dalam nominasi 10 terbaik nasional
sebagai kota hijau terbaik di Lampung dan se-Sumatera. Kota Metro mampu

melampaui 112 kabupaten/kota lainnya di Indonesia, termasuk Bandar Lampung,

¥ Sebagaimana diakses http://www.menlh.go.id/kebijaksanaan-produksi-bersih-di-indonesia/ pada
tanggal 16 November 2016 pukul 18:19 WIB.


http://www.menlh.go.id/kebijaksanaan-produksi-bersih-di-indonesia/

Way Kanan, dan Lampung Barat. Metro menjadi duta Lampung dan satu-satunya
kota di Sumatera yang berpeluang merebut tiket menuju Prancis untuk proses

pembelajaran ekodistrik.*

Pada tahun tahun 2001 volume sampah yang dihasilkan setiap harinya di Kota
Metro telah mencapai 258,77 md3/tahun. Berdasarkan data saat ini Metro dengan
jumlah penduduk £152.000 jiwa berpotensi setiap harinya menambah jumlah
(volume) sampah seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah (langsung maupun
tidak langsung) minimal sekitar 0,5 Kg perharinya. Dengan jumlah penduduk
tersebut maka diprediksi produksi sampahnya perhari sekitar 76.000 kg. Dapat
dibayangkan jika sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola tentu akan

menimbulkan banyak masalah terutama pencemaran terhadap lingkungan.®

Disahkannya Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 tentang pengelolaan
sampah menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Metro untuk mencapai tujuan
pengelolaan persampahan agar lebih optimal. Peraturan daerah tersebut menjamin
adanya kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab kewenangan pemerintah
daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan
sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Atas dasar data sampah dan
Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 Pengelolaan sampah harus
dilakukan sejak dari sumbernya sesuai dengan paradigma P4 yaitu pemilahan,
pengolahan, pemanfaatan, dan pembuangan residu.. Hal tersebut membutuhkan

perubahan perilaku masyarakat bagaimana mengurangi sampah, menggunakan

* Sebagaimana diakses http://lampost.co/berita/metro-kota-hijau-terbaik-sumatera- pada tanggal 17
September 2016 pukul 17:30 WIB.
SDraff Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Metro him.4.
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kembali sampah, dan mendaur ulang sampah demi terciptanya tujuan dari perda
tersebut yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan

sampah sebagai sumberdaya.®

Dalam konteks lokal, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Metro
semakin bertambah seiring dengan perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Hingga saat ini, penanganan dan pengelolaan sampah tersebut masih
belum optimal. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah
sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu
dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada
pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat

pemrosesan akhir sampah.

Usaha pemerintah Kota Metro dalam pengurangan jumlah sampah khusunya
sampah rumah tangga telah dilaksanakan dengan dicanangkannya program daur
ulang sampah. Proses daur ulang sampah ini telah dikembangkan sejak Dinas
Lingkungan Hidup masih berupa bidang dan bergabung dengan Dinas Tata Kota.
Dengan menggandeng sekolah, kelompok ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat
lainnya terciptalah Bank Sampah. Sampai saat ini di Kota Metro terdapat 13 Bank
Sampah di bawah pembinaan Dinas Lingkungan Hidup dan 20 Bank Sampah
lebih yang dikelola oleh masyarakat. Selain itu, terdapat pula instalasi-instalasi
pencacahan sampah plastik sebagai salah satu program Daur Ulang Sampah di

Kota Metro.

® Penjelasan Pasal 3 Perda Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.



Berdasarkan wuraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana
implementasi kebijakan pemerintah daerah Kota Metro melalui salah satu

program pengelolaan sampahnya yaitu program daur ulang sampah.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di

atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah
melalui daur ulang di Kota Metro?

b. Faktor-faktor apasajakah yang menjadi penghambat dalam
mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah

melalui daur ulang di Kota Metro?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada Pengelolaan Sampah di Kota Metro
menurut Peraturan Daerah Kota Metro No.8 tahun 2015 tentang Pengelolaan

sampabh serta peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam
pengelolaan sampah melalui daur ulang di Kota Metro

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan

sampah melalui daur ulang di Kota Metro.



1.5 Kegunaan Penelitian
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu
pengetahuan tentang hukum, khususnya ilmu Hukum Administrasi
Negara, yaitu mengenai penerapan kebijakan pemerintah daerah.

b. Kegunaan Praktis

Seluruh rangkain penelitian ini diharapkan lebih dalam penguasan fungsi
keilmuan yang dipelajari mahasiswa yang menempuh konsentrasi di
bagian ilmu Hukum Administrasi Negara. Bagi perguruan tinggi, hasil
penulisan ini di harapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna
untuk dijadikan acuan bagi civitas academik Fakultas Hukum Universitas
Lampung. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi instansi
terkait yaitu Dinas Tata Kota dan Pariwisata, Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kebersihan Kota Metro, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro serta

masyarakat Kota Metro.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah pelaksanaan atau
penerapan. Bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya
menerapkan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan
kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan
kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan

terbentuknya program pelaksanaan.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi
hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-
sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang
diinginkan. Implementasi dari sisilain merupakan fenomena yang kompleks,
munkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil.
Sementara itu menurut pendapat Van Mater dan Van Horen dalam Winarno
(2005), proses implementasi sebagai ‘“those actions by public or private
individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth

in prior decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
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individu/pejabat-pejabat/ kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan —tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijaksanaan). Grindle dalam abdul Wahab (2005) menyatakan bahwa
implementasi kebijakan (policy implementation) merupakan aspek penting dari
keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut
dengan mekanisme penjabaran keputusan — keputusan politik kedalam prosedur-
prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk
masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jau lebih
penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa
impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak

diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.” Dengan
demikian, yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah tindakan-
tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana
peruntukan. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi
kebijakan publik. Suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif
apabila dalam perbuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana
yang memadai. Unsur-unsur mana yang harus dipenuhi agar hukum (dalam hal ini
perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen
(kebijakasanaan publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian

itu adalah suatu langkah yang penting baik secara teoritik maupun praktis, oleh

7 JAM Maarse, Implementasi Kebijaksanaan dalam A.Hoogerwerf., him.157 dalam Bambang
Sunggono, Op.Cit., him.137.
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karena perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam peraturan perundang-

undangan menyangkut permasalahan hukum dan prilaku sosial.?
2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah jenis tindakan administrasi negara yang berasal dari
kewenangan direksi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan

kebijaksanaan pelaksanaan ketentuan undang-undang.’

Kebijakan dibuat oleh pejabat administrasi negara dalam rangka untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Eksistensi kebijakan merupakan
konsekuensi atas negara hukum yang membebankan tugas kepada pemerintah

yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian peraturan kebijakan adalah merupakan produk kebijakan yang
bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan tersebut kemudian
dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum

dan berlaku sama bagi setiap warga negara.

Abdul Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa peraturan kebijakan kerap
tampil dalam bentuk dan format lain, seperti nota dinas, surat edaran, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman, dan sebagainya, bahkan juga tampil
dalam petunjuk lisan (kepada bawahan) yang memang tidak mempunyai bentuk

dan format.

® Sunggono Bambang. Op.cit., him.155.
% Safri Nugraha dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Depok:Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, him.93.
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Van Kreveld mengatakan bahwa kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu

untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Tidak dapat bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung
wewenang diskresioner yang dijabarkannya;

b. Tidak dapat bertentangan dengan nalar sehat

c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta saran teknis dari
instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak yang terkait dan
mempertimbangkan alternatif yang ada

d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat
yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi
yang bersangkutan (kepastian hukum formal);

e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar
pertimbangannya; dan

f.  Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah
diperoleh dari warga yang terkena harus dihormati, kemudian harapan

yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.*

Dewasa ini, bertambahnya perhatian terhadap implementasi atau pelaksanaan
kebijakan publik di banyak bidang agak kurang efektif, dan khususnya
ketidakefektifan ini disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul sewaktu

implementasi kebijakan."*

19 Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata sebagaimana
dikutip dalam Nugraha , Op.Cit., him.92-93.
! Sunggono Bambang, 1994, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta:Sinar Grafika, him.137.
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2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas
badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit
adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan
eksekutif. Pemerintah secara umum dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai
suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem
pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan
persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan

manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Sesuai dengan semangat prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan
seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan, maka jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan daerah

diluar kewenangan pusat demi terciptanya pembangunan daerah.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan
kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak
berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam
kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk
mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Kewajiban secara horizontal berarti

kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, secara
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vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib

ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.*?

Dalam Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara
penguasa sebagai subjek yang memerintah dan warga masyarakat sebagai subjek
yang diperintah. Penguasa, dalam hal ini pemerintah, melaksanakan bestuurszorg,
yaitu menyelenggarakan kepentingan umu yang dijalankan oleh penguasa

administrasi negara, dimana penguasa tersebut harus memiliki kewenangan.*®

Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum
publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh

undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.**

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada
rakyatnya. Fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan negara berdasarkan
kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan

dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia diatur dalam pasal 9 sampai dengan
pasal 25 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, singkatnya pembagian urusan pemerintahan di
Indonesia terbagi menjadi tiga urusan yaitu usan pemerintahan absolut, urusan

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.*®

!2 Ridwan HR. 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, him.102.
3 Victor Situmorang, 1988, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Jakarta:Bima Aksara,
him18-19.

* SF Marbun, 2011, Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,
Yogyakarta:FH UlI Press, him.190.

15 penjelasan Bab IV Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
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Dalam urusan pemerintahan wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah
terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Melihat dari fungsinya, pengelolaan sampah termasuk juga dalam urusan

pemerintah wajib yaitu dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

2.4 Tinjauan Sampah

2.4.1 Pengertian Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu
proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya.
Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya
produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut
berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep

lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.

Menurut Kamus Istilah Lingkungan, terdapat beragam definisi terkait sampah.
Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk
maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau
bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau
buangan. Sedangkan menurut istilah Lingkungan untuk Manajemen, Ecolink
menyatakan bahwa sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari
sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai

ekonomis.

Beberapa ahli mendefinisikan sampah seperti Tandjung, menyatakan bahwa

sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau


http://id.wikipedia.org/wiki/Material
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_fisik_dan_kimia_di_alam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
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pemakai semula. Sedangkan Radyastuti W menyatakan bahwa sampah adalah

sumberdaya yang tidak siap pakai.

Jika merujuk pada pasal 1 poin 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Persampahan disebutkan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan
atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan dalam ketentuan pasal 2 ayat 1

disebutkan juga bahwa sampah yang dikelola berdasarkan UU dapat terdiri :

a. Sampah rumah tangga

b. Sampah sejenis samah rumah tangga, dan

c. Sampah spesifik.*°
Sedangkan yang dimakud dengan sampah rumah tangga sebagaimana yang
dimaksud pada ayat 1 huruf (a) adalah sesuatu dari kegiatan sehari-hari dalam
rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah
spesifik itu adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya
memerlukan pengelolaan khusus.Untuk sampah yang sejenis sampah rumah
tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industrti,
kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya. Sedangkan untuk

sampah spesifik meliputi :

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracu
c. sampah yang timbul akibat bencan

d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

16 penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah.
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f. sampah yang timbul secara periodik.

2.4.2 Pengertian Pengelolaan Sampah

Kata pengelolaan adalah proses atau cara mengolah, sedangkan sampah adalah
benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun Kkering

(anorganik) yang sudah tidak terpakai lagi.*’

Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga memuat asas dan tujuan yaitu bahwa
pengelolaan sampah harus diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,
berkelanjutan, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan
nilai ekonomi. Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerapkan sistem
kumpul, angkut dan buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun
kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang
di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sampah dibuang di TPA tanpa ada

pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sampah mengandalkan sistem end of pipe solution yang
menitikberatkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah
dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan

pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Sistem end of pipe solution tersebut sudah saatnya ditinggalkan dan digantikan
dengan konsep produksi bersih. Prinsip-prinsip dalam produksi bersih

diaplikasikan dalam bentuk kegiatan yang dikenal sebagai 4R, meliputi:

7 Gibson L James, 1986, Organisasi dan Manajemen, Prilaku, Struktur, Proses, Jakarta:Erlangga
him.27.
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Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampabh,
empat (4R) prinsip yang dapat digunakan dalam menangani masalah sampah

antara lain sebagai berikut:

a. Reduce (mengurangi), yakni upayakan meminimalisi barang atau material
yang kita pergunakan.

b. Reuse (menggunakan kembali), yakni pilihlah barang yang bisa dipakai
kembali, hindari pemakaian barang yang sekali pakai (disposable).

c. Recycle (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak berguna lagi bisa
didaur ulang sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah. Tidak
semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri
formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi
barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.

d. Replace (mengganti), yakni mengganti barang-barang yang hanya bisa
dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu
menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya
mengganti kantong keresek dengan keranjang bila berbelanja, dan
menghindari penggunaan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa

terdegradasi secara alami.*®

Prinsip 4R yang saat ini telah dikembangkan, aplikasikasinya akan lebih efektif
apabila didahului dengan prinsip Rethink. Prinsip ini adalah suatu konsep

pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi.

18 Arif Zulkifli, 2014, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, Jakarta: Salemba Teknika, him.106.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, konsep pengelolaan sampah
berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah
kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat
dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan
sampah dilakukan dengan cara mengurangi (Reduce), menggunakan kembali
(Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation).
Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan
proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurlangan hingga memiliki

manfaat ekonomis dan ekologis.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga,
pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran
ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penangananya
dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan
sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Pada teknis
pelaksanaan pengelolaan sampah, pemerintah daerah masih memerlukan
peraturan lebih lanjut dalam Perda. Karena itu, Perda tentang pengelolaan sampah
sebagai pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, perlu ditetapkan oleh masing-masing

daerah.

Mengelola sampah dari hulu sesungguhnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat
sendiri dengan melakukan pemilahan/pemisahan sampah berdasarkan jenisnya.
Pemilahan tersebut misalnya dengan membagi apakah sampah tersebut sampah

kering, sampah basah, atau sampah plastik dan botol. Hal ini tentunya akan
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memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat

dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan.

Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilahan
tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang
menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah
yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin
masih bisa dimanfaatkan lagi.Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/
mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat

menghancurkan kegunaan dari keduanya.™

Selanjutnya, TP (Tempat Penampungan) sampah perlu tersedia dan tersebar
dititik-titik yang memudahkan tidak hanya masyarakat, tetapi juga petugas
kebersihan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah tersebut ke TPA setiap
harinya.Pemerintah Daerah memang perlu untuk memberlakukan jam-jam tertentu
pembuangan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Dari TP sampah
tersebut kemudian diangkut ke TPA. TPA (Tempat Pembuangan Akhir)
merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan dengan baik. Diperlukan
pemilihan tempat TPA yang jauh dari pemukiman penduduk serta luas TPA yang

memenuhi standar yang baik.

19 Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah
Berbasis 3R (reduce, reuse dan recycle) (studi pada tempat pengelolaan sampah terpadu di desa
ulyoagung kecamatan dau kabupaten malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal.
57-63.
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2.4.3 Daur Ulang Sampah

Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan
baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi
sesuatu yang berguna, mengurangi bahan baju yang baru, mengurangi penggunaan
energi, mengurang polusi, kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca jika

dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru.

Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas
kegiatan pemisahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan
produk atau material bekas pakai dan komponen utama dalam menajemen sampah

modern.?°

Sampah dapat mencemari lingkungan dan mambahayakan kesehatan. Sampah
juga menyebabkan timbulnya banjir. Akan tetapi, melalui daur ulang, sampah
dapat diolah lagi menjadi barang yang berguna. Daur ulang sampah adalah proses
pengolahan kembali barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang

berguna.?

Secara garis besar, sampah dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sampah
organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat terurai secara alamiah
karena banyak berasal dari sisa daun-daunan, buah-buahan, sayuran, dan sisa
makanan lainnya. Sementara itu sampah anorganik berasal dari bahan sintetis

yang sukar terurai.

2 A, Guruh Permadi, 2011, Menyulap Sampah Jadi Rupiah, Surabaya: Mumtaz Media, him.35.
2! Trim Sutidja, 2001, Daur Ulang Sampah, Jakarta:Bumi Aksara, him. 38.



22

Kedua golongan sampah mempunyai potensi yang tinggi untuk didaur-ulang.
Sampah organik didaur-ulang menjadi kompos, dan sampah anorganik didaur-
ulang dalam proses selanjutnya pada industri daur-ulang. Daur-ulang
menggunakan prinsip 2-R dari 3-R yang ada yaitu menggunakan kembali (reuse)

dan mendaur-ulang (recycle).

Penanganan sampah 3-R adalah konsep penanganan sampah dengan cara
reduce/mengurangi (R1), reuse/menggunakan kembali (R2),
dan recycle/mendaur-ulang sampah (R3) mulai dari sumbernya. Penanganan
sampah 3-R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah
padat perkotaan yang efisien dan efektif sehingga diharapkan dapat mengurangi
biaya pengelolaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan
perhitungan di atas kertas, bila sampah kota dapat ditangani melalui konsep 3-R,
maka sampah yang sampai yang akan sampai di TPA hanya + 20% saja. Hal itu
berarti akan sangat mengurangi biaya pengangkutan dan pembuangan akhir.
Penanganan sampah 3-R akan lebih baik lagi bila dipadukan dengan siklus
produksi dari suatu barang yang akan dikonsumsi. Langkah-langkah pengerjaan
penanganan sampah 3-R dapat disesuaikan dengan sumber penghasil sampah,

seperti daerah perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan daerah komersial.

Sampah didaur-ulang (recycled) untuk dijadikan bahan baku industri (raw
material) dalam proses produksi (reprocessing dan remanufacture). Dalam
proses ini, sampah sudah mengalami perubahan baik bentuk maupun fungsinya.
Sebagai contoh sampah plastik, karet, kertas, besi, tembaga, alumunium, dengan
melalui proses daur ulang maka mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi

produk akhir yang dapat digunakan kembali.
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Pendaurulangan sampah di masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa cara,
antara lain pendaurulangan sampah secara manual dan pendaurulangan dilakukan
oleh pabrik. Sampah yang didaur ulang secara manual biasanya berasal dari
benda-benda, misalnya plastik, kertas, karton, besi, tembaga, tulang, kaca, dan
lain sebagainya. Pendaurulangan yang dilakukan oleh pabrik juga memerlukan
bahan baku yang berasal dari plastik, kaca, besi, kertas, tembaga, tulang,

tergantung dari hasil produksi dari pabrik yang bersangkutan.??

Dalam usaha mengelola limbah atau sampah secara baik, ada beberapa
pendekatan teknologi, diantaranya penanganan pendahuluan. Penanganan
pendahuluan umumnya dilakukan untuk memperoleh hasil pengolahan atau daur
ulang yang lebih baik dan memudahkan penanganan yang akan dilakukan.
Penanganan pendahuluan yang umum dilakukan saat ini adalah pengelompokan

limbah sesuai jenisnya, pengurangan volume dan pengurangan ukuran.,

Usaha penanganan pendahuluan ini dilakukan dengan tujuan memudahkan dan
mengefektifkan pengolahan sampah selanjutnya, termasuk upaya daur ulang.
Dalam pengelolaan sampah, upaya daur ulang akan berhasil baik bila dilakukan
pemilahan dan pemisahan komponen sampah mulai dari sumber sampi ke proses

akhirnya.

Upaya pemilahan sangat dianjurkan dan hendaknya diprioritaskan sehingga
termasuk yang paling penting didahulukan. Persoalannya adalah bagaimana

meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pemilahan yang dianjurkan adalah pola

22 Achmad Serudji Hadi. Daur Ulang Barang Bekas sebagai Penopang Sumber Kehidupan.
Laporan Penelitian pada Universitas Indonesia Program Pascasarjana Bidang llmu Hukum,
Jakarta, 2001, him. 28-29.
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pemilahan yang dilakukan mulai dari level sumber atau sifat awal yaitu belum

tercampur atau terkontaminasi dengan sampah lainnya.*
2.5 Manfaat Daur Ulang Sampah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , manfaat adalah guna, faedah,
laba, untung. Arti memanfaatkan adalah “menjadikan ada manfaatnya”,

sedangkan pemanfaatan adalah “proses, cara, perbuatan memanfaatkan”.?*

Sudah pasti daur ulang sampah sangat banyak manfaatnya karena dengan daur
ulang, sampah-sampah yang ada di lingkungan dapat diminimalisir. Sampah
terdiri dari berbagai macam jenis, dan dapat dimanfaatkan kembali sehingga
sampah barang-barang yang tadinya hanya sampah dapat berubah menjadi barang

berguna.
2.5.1 Manfaat Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat, sampah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sampah bermanfaat sebagai lapangan kerja untuk sebagian orang seperti
pemulung, pengepul barang bekas, supir truk sampah sampai ke dinas kebersihan
kota. Sampah non organik juga dapat bernilai ekonomis apabila dikelola dengan

kreatifitas masyarakat.
2.5.2 Manfaat Bagi Pemerintah

Sampah dapat dipergunakan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

retribusi sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

** Enri Damanhuri dan Tri Padmi, 2009, Teknologi Pengelolaan Sampah, Bandung: Penerbit ITB,
him.55.
24 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online versi 1.3.
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Pajak Daerah. Diperjelas lagi pada BAB VI Pasal 110 tentang objek pajak
retribusi jasa umum yaitu retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Selain
itu, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui daur ulang
sampah seperti mengelola dan memproduksi secara berkala pupuk kompos dan

biogas yang berasal dari sampah-sampah organik.

2.5.3 Manfaat Bagi Lingkungan

Daur ulang sampah merupakan salah satu konsep produksi bersih yang dinilai
lebih efektif dari konsep end of pipe solution. Kegunaan pengelolaan sampah ini
juga memberikan manfaat baik bagi lingkungan seperti mengurangi atau
mencegah terbentuknya pencemar, mencegah berpindahnya pencemar dari satu
media ke media lain, mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan

lingkungan.



BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif yang di dukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan
yuridis normatif (normative legal research) yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan

diterapkan terhadap suatu permasalahan hukun tertentu.®

Pendekatan yuridis empiris adalah penedekatan yang dilakukan dengan melihat
dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di
dalam praktek pelaksanaan dilapangan, dalam hal ini peneliti melakukan
penelitian langsung dengan cara melakukan wawancara (interview) dengan
berbagai pihak yang berkompeten agar peneliti dapat memperoleh gamabaran dari

data yang berkaitan dengan permaslahan yang akan diteliti.
3.2 Sumber Data

Data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian

hukum normatif empiris yang dikaji adalah bahan hukum yang berisiaturan-aturan

% Soejono dan H.Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, him. 56.
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yang berifat normatif serta hasil penelitian di lapangan. Data yang digunakan

dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (Libraray Research).
a. Data Primer

Data primer merupakan data bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat.?® Data primer yang di peroleh bersumber dari hasil wawancara
dengan informan. Data primer dalam penelitian ini yaitu, data yang di peroleh dari

hasil wawancara langsung dengan:

1) Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro
2) Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan

3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dengan cara studi kepustakaan
(Library Research) melalui membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah
berbagai literatur, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1V
2) Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

3) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

%6 Soerjono Soekanto, 2007,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Pres,
him. 52.
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5)

6)

7)

b)
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Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.13
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanan Reduce, Reuse, Recycle melalui
Bank Sampah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Metro No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Sampah

Bahan hukum sekunder vyaitu bahan hukum atau literatur yang
memberikan penjelasan atau membahas mengenai bahan hukum primer
misalnya buku-buku, refrensi, literature, atau karya tulis yang berkaitan
dengan pokok masalah.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum
tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti Kamus Hukum dan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan internet.
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3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan
Dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu data yang didapatkan
secara langsung melalui kegiatan wawancara: Wawancara (interview)
yaitu dengan cara mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai
narasumber dalam penelitian inidengan mengajukan bebrapa pertanayaan
secara terbuka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dapat
berkembang saat penelitian.

b. Studi Kepustakaan
Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara studi
kepustakaan (Library Research) melalui membaca, mengutip, menyalin,
dan menelaah berbagai literatur, teori-teori maupun berbagai peraturan

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3.3.2 Pengolahan Data

Setelah data tersebut terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang

dilakukan dengan cara:

a. Selection, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok

permasalahan yang akan di bahas.
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b. Editing, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang di peroleh, apabila
masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi dengan melakukan
koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga
melakukan pemeriksaan bila ada kekeliruan terhadap data yang telah di
peroleh.

c. Clasification, yaitu data yang telahdi koreksi selanjtnya diklasifikasikan
secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan
diinterpretasikan.

d. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data tiap
pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3.4 Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data kemudian dilakukan analisis
data untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Analisis
data dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian
kualititif adalah cara mengkaji dan melihat gejala sosial dan kemanusian dengan
memahaminya yaitu dengan cara membangun suatu gambaran yang utuh atau
holistic yang kompleks, dimana gejala-gejala yang tercakup dalam kajian itu
dilihat sebagai sesuatu yang terkait satu dengan yang lainnya dalam hubungan
fungsional sebagai sebuah sistem, memberikan arti dari makna dari setiap data
yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian
dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan terperinci dan
selanjutnya ditulis dengan menggambarkan secara deskriptif yang kemudian
ditarik kesimpulan melalui cara pikir deduktif, sehingga dapat menjawab

permasalahan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pemerintah Kota Metro telah mengimplementasikan kebijakan tentang
daur ulang sampah dengan diresmikannya Peraturan Daerah Kota Metro
No.8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Program Daur Ulang
Sampah dilaksanakan oleh kerjasama dari Dinas LingkunganHidup dan
UPT Kebersihan Kota Metro. Implementasi kebijakan daur ulang sampah
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro adalah dengan adanya
fasilitasi dan sosialisasi mengenai daur ulang sampah, adanya Bank
Sampah yang dikelola oleh masyarakat, pengelolaan kompos, biodigester,
pencacah plastik dan produk kreatifitas sampah.

2. Program daur ulang sampah Kota Metro sudah berjalan sejak tahun 2013
dan mengalami proses yang signifikan, namun masih terdapat beberapa
kendala dan faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran dan
minat masyarakat untuk memilah dan memisahkan sampah rumah tangga

mereka, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah
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kreatifitas, kurangnya pembinaan oleh pemerintah, dan minimnya dana

untuk penganggaran sarana dan prasarana penunjang daur ulang sampah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah

ditemukan, maka beberapa saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kota Metro harus terus gencar memberikan sosialisasi yang
lebih menarik agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan daur ulang sampah. Pemerintah dapat mencanangkan
kegiatan-kegiatan inovatif yang bisa menarik masyarakat agar terus
berkontribusi dalam pengelolaan daur ulang sampah.

2. Pemerintah harus memberikan dorongan untuk menghidupkan kembali
program daur ulang sampah kreatifitas. Dampingan dan pembinaan terkait
penggunaan alat-alat daur ulang sampah juga harus terus dilaksanakan
agar fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah dapat digunakan secara

optimal.
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